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PUTUSAN

Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG 

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK XXX, tempat dan tanggal lahir: Batu, XXX (umur 25

tahun),  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan  XXX,

tempat  kediaman  di  XXX,  Kota  Batu,  Jawa  Timur,

dengan  domisili  elektronik  pada  alamat  e-mail

tasyabelatetania@gmail.com;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  NIK XXX, tempat dan tanggal lahir: Sumenep, XXX (umur

28 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX,

tempat kediaman di XXX, Kota Malang, Jawa Timur;

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

 Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 Oktober 2024 telah

mengajukan  cerai  gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Malang,  Nomor  2001/Pdt.G/2024/PA.Mlg  tanggal  22  Oktober  2024,

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Batu pada

tanggal 03 Februari 2022, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX

yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Junrejo,  Kota

Batu, tanggal 03 Februari 2022;  

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan

Tergugat  telah  hidup  bersama  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan
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bertempat tinggal di rumah kediaman nenek Penggugat di XXX Kota Batu

selama 10 bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang

tua Penggugat di XXX Kota Batu selama 5 bulan;  

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1

(satu) orang anak yang bernama : ANAK P&T, NIK.XXX, Laki-laki, lahir di

Malang, XXX / 1 tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);  

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik,

rukun  dan  harmonis.  Namun  sejak  sekitar  bulan  April  tahun  2022

ketentraman  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  goyah,

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : 

a. Tergugat terlalu memaksakan kehendak, yakni Tergugat mendesak

Penggugat  agar  segera  hamil  dan  memiliki  keturunan,  bahkan  ketika

mengetahui  setelah 2 bulan pernikahan Penggugat  belum juga hamil,

Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa ia ingin menikah lagi

jika  Penggugat  belum  hamil,  namun  ketika  Penggugat  sudah  hamil,

Tergugat tidak menunjukkan perhatiannya untuk Penggugat, oleh karena

itu  Penggugat  merasa  kecewa  dan  sakit  hati  terhadap  sikap  dan

perkataan Tergugat tersebut; 

5. Bahwa puncak dari  perselisihan dan pertengkaran tersebut  terjadi

pada bulan Mei tahun 2023, kemudian Tergugat pamit pergi meninggalkan

Penggugat  dan  Tergugat  sekarang  bertempat  tinggal  dirumah kontrakan

Tergugat di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan

Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan,

dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah mengadakan

komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin

kepada Penggugat; 

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya

Penggugat  berkesimpulan  sudah  tidak  mungkin  lagi  dapat  meneruskan

hidup  berumah  tangga  bersama  Tergugat  walaupun  Penggugat  sudah

berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak

ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena
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kebahagiaan  dan  ketentraman  rumah  tangga  tidak  dapat  terwujud

sebagaimana yang  dikehendaki  oleh  Undang-Undang  Perkawinan; 

7. Bahwa  mengenai  1  (satu)  anak  Penggugat  dan  Tergugat  yang

bernama : ANAK P&T, NIK.XXX, Laki-laki, lahir di Malang, XXX / 1 tahun,

oleh karena  anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz) dan

selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh sepenuhnya oleh Penggugat,

apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat kawatir kurangnya perhatian dan

masa  depan  terhadap  anak  tersebut.  Maka  Penggugat  mohon  agar

ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat; 

8. Bahwa Penggugat  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini; 

Bahwa atas  dasar  hal-hal  tersebut  di  atas,  penggugat  mengajukan gugatan

cerai  dan  mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Malang  agar

berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Menetapkan 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

ANAK P&T,  NIK.XXX,  Laki-laki,  lahir  di  Malang,  XXX /  1  tahun,  karena

belum  mumayyiz  dan  selama  ini  anak  tersebut  dirawat  dan  diasuh

sepenuhnya oleh Penggugat berada dalam asuhan Penggugat ; 

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ; 

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon

putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

dan  Tergugat  telah  hadir,  dan  majelis  hakim  telah  berusaha  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menempuh  proses  mediasi

dengan mediator Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator
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tanggal 05 November 2024,  upaya mediator  tersebut, telah berhasil sebagian

mencapai Kesepakatan Perdamaian, yang pada pokoknya:

Pasal 1

Bahwa Para pihak sepakat hak asuh anak yang bernama ANAK P&T, umur 1

tahun  berada  dalam asuhan  pihak  Penggugat  (Ibunya)  dan  pihak  Tergugat

(Ayahnya)  di  ijinkan  untuk  berkomunikasi,  bertemu,  mengajak  bepergian

dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 2

Bahwa  Pihak  Tergugat  sanggup  memberikan  nafkah  anak  sejumlah

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, Nafkah tersebut akan naik

sebesar  10%  setiap  tahunnya  mengikuti  kebutuhan  anak  tersebut  diatas

meliputi biaya kesehatan, biaya pendidikan dan lain-lain.

Pasal 3

Bahwa  Para  Pihak  mohon  kepada  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  untuk  menguatkan  Kesepakatan  Perdamaian  dalam Akta

Perdamaian.

Pasal 4

Bahwa  semua  biaya  yang timbul  dalam  perkara ini  ditanggung

oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan

jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

 Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun

Tergugat meminta agar tetap diberi akses bertemu anaknya;

Bahwa  atas  jawaban  secara  lisan  dari  Tergugat tersebut,  Penggugat

memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap

permohonan Tergugat tersebut:

Bahwa  atas  replik secara  lisan  dari  Penggugat tersebut,  Tergugat

memberikan  duplik secara  lisan  yang  pada  pokoknya  tetap  pada  jawaban

Tergugat, tidak keberatan dan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;
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Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:

A. SURAT 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXX

tanggal  22 April  2022,  bermeterai  cukup dan telah dicocokkan sesuai

dengan aslinya, diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah

KUA Kecamatan Junrejo  Kota  Batu  Provinsi  Jawa Timur  Nomor  XXX

tanggal 03 Februari 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai

dengan aslinya, diberi tanda P.2; 

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P&T Nomor XXX

tanggal 02 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Kota  Batu,  bermeterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  sesuai  dengan

aslinya, diberi tanda P.3;

B. SAKSI 

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat

tinggal  di  XXX Kota  Batu,  di  bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi mengenal  Penggugat dan Tergugat karena

saksi adalah ayah sambung Penggugat;

 Bahwa  saksi  mengetahui,  Penggugat  dengan  Tergugat

adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat

bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat;

 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah

hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai  seorang anak

yang saat ini ikut bersama Penggugat;

 Bahwa  saksi  mengetahui,  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis  karena  Penggugat  dan

Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
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 Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar   namun  saksi  tidak  mengetahui  penyebabnya  hanya

terlihat sering berbeda pendapat;

 Bahwa  saksi  mengetahui,  Penggugat  dengan  Tergugat

telah pisah tempat tinggal sejak ± 2 (dua) tahun yang lalu hingga

sekarang;

 Bahwa sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara

Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

 Bahwa  selama  pisah  tempat  tinggal  anak  Penggugat

dengan  Tergugat  tersebut  dirawat  dan  diasuh  dengan  baik  oleh

Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik

serta bertanggung jawab oleh masyarakat;

 Bahwa  saksi  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk

mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat

tinggal  di  XXX Kota  Batu,  di  bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi mengenal  Penggugat dan Tergugat karena

saksi adalah tetangga Penggugat;

 Bahwa  saksi  mengetahui,  Penggugat  dengan  Tergugat

adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat

bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat;

 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah

hidup rukun sebagai suami istri  dan  telah dikaruniai seorang anak

yang saat ini ikut bersama Penggugat;

 Bahwa  yang  saksi  ketahui,  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis  karena  Penggugat  dan
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Tergugat  sering  berselisih  dan  bertengkar  namun  saksi  tidak

mengetahui secara pasti penyebabnya;

 Bahwa  saksi  mengetahui,  Penggugat  dengan  Tergugat

telah pisah tempat tinggal sejak ± 2 (dua) tahun yang lalu hingga

sekarang;

 Bahwa  sejak  berpisah  tempat  tinggal  sudah  tidak  ada

komunikasi  lagi  antara  Penggugat  dengan  Tergugat,  baik  lahir

maupun batin;

 Bahwa  selama  pisah  tempat  tinggal  anak Penggugat

dengan Tergugat  tersebut dirawat dan  diasuh  dengan  baik  oleh

Penggugat. Selain itu,  Penggugat dikenal sebagai orang yang baik

serta bertanggung jawab oleh masyarakat;

 Bahwa  saksi  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk

mendamaikan;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, 

Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian, baik

bukti surat maupun saksi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan

sesuatu apapun dan masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara

lisan  yang  pada  pokoknya  Penggugat  tetap  pada  gugatannya,  sedangkan

Tergugat tetap pada jawabannya serta tidak keberatan untuk bercerai dengan

Penggugat;

Bahwa kemudian  Penggugat  mohon agar  Majelis  Hakim menjatuhkan

putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal

yang  termuat  dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak

namun  tidak  berhasil,  dengan  demikian  pemeriksaan  perkara  a  quo telah

memenuhi maksud pasal 130 HIR,  juncto Pasal 82  Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama, sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua

belah pihak berperkara, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 130 H.I.R dan

Pasal  82  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan Agama yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

2009, di samping itu untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah

ditempuh Mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung

R.I  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Proses  Mediasi  di  Pengadilan

dengan Mediator atas nama Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H., dan upaya tersebut

telah berhasil sebagian mencapai Kesepakatan sebagian;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  gugatan  Penggugat  adalah  bahwa

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  disebabkan  sifat  Tergugat  yang  dirasa  kurang  memberikan

perhatian kepada Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama 1,5 tahun.

Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  Tergugat

telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil  gugatan

Penggugat  dan  Tergugat  tidak  keberatan  bercerai  dengan  Penggugat  serta

sepakat  tentang  hak  asuh  anak  serta  nafkah  anak  sebagaimana  dalam

kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat:

Menimbang,  bahwa  dari  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  dihubungkan

dengan  jawaban  Tergugat,  replik  dan  duplik,  maka  yang  menjadi  pokok

sengketa adalah apakah   perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam

rumah   tangga   Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga
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Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  ada  harapan  lagi  untuk  rukun  dalam

rumah tangganya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah

mengajukan bukti surat P.1 sampa dengan P.3 serta 2 orang saksi; 

Menimbang,  bahwa  dari  jawab  menjawab  antara  Penggugat  dan

Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam

perkara ini  adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi  dalam

rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  termasuk  dalam  kategori  telah

pecah (broken marriage), sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  telah  mengakui  terjadinya

perselisihan  dan  pertengkaran  serta  tidak  keberatan  untuk  bercerai,  namun

karena perkara ini  adalah perkara perceraian dan untuk mengetahui apakah

gugatan  Penggugat  beralasan  dan  berdasar  atas  hukum,  maka  Penggugat

wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatan  cerainya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi

yaitu (SAKSI 1) dan (SAKSI 2); 

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  adalah  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda

Penduduk atas nama Penggugat,  telah memenuhi  syarat  formil  dan materiil

sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu  mempunyai  kekuatan  yang  sempurna

(volledig) dan mengikat (bindende) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH

Perdata,  membuktikan  bahwa  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  Kota

Batu.  Dan  oleh  karenanya,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  73  ayat  (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan

kedua  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  Pengadilan  Agama

Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu

mempunyai  kekuatan  yang  sempurna  (volledig)  dan  mengikat  (bindende)

sesuai  Pasal  165  HIR  jo.  Pasal  1870  KUH  Perdata,  membuktikan  bahwa
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Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh

karenanya maka Penggugat danTergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai

subyek  hukum  dalam  perkara  a  quo,  sesuai  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.3  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran)  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu

mempunyai  kekuatan  yang  sempurna  (volledig)  dan  mengikat  (bindende)

sesuai  Pasal  165  HIR  jo.  Pasal  1870  KUH  Perdata,  membuktikan  bahwa

seorang anak bernama ANAK P&T, laki-laki lahir di Malang tanggal XXX / umur

1,5 tahun adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya,

sebagaimana  ketentuan  Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi

syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan

172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (vrij bewijskracht)

sehingga  membuktikan  bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  terus

menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak  ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, serta keterangan

saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  menikah

tanggal 03 Februari 2022 dan kemudian bertempat tinggal di rumah nenek

Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami

istri  dan  telah  dikaruniai  seorang  anak  yang  saat  ini  ikut  bersama

Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis

sejak bulan April 2022 dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

antara  Penggugat  dan  Tergugat  dikarenakan  Penggugat  dan  Tergugat

sering berbeda pemahaman;
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4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

± 1,5  tahun  yang lalu  dan sejak  saat  itu  Penggugat  dan Tergugat  tidak

pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

5. Bahwa keluarga Penggugat  telah  berusaha mendamaikan,  namun

usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  kejadian  tersebut  di  atas

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah

demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya

sudah  nampak  yaitu  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  mampu

berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

istri;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta

dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak

akan pernah  menjadi  kenyataan,  bahkan kehidupan rumah tangga itu  akan

menjadi  belenggu  bagi  kedua  belah  pihak,  keadaan  itu  pula  menunjukkan

ikatan bathin  mereka terkoyak,  dan tidak  ada harapan untuk  rukun kembali

sebagai suami istri;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam  yang  terkandung  dalam Kitab  Fikih  Sunah Juz  II  halaman  290  yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;
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Artinya  :  “bahwa  istri  boleh  menuntut  cerai  kepada  hakim  apabila  dia

mengaku  selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari  suaminya

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami

istri antara mereka berdua”;

Menimbang,  bahwa berkaitan  dengan  perkara  a  quo,  sesuai  dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret

1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa “suami istri yang tidak berdiam

serumah  lagi,  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi,  maka  rumah

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Tanggal  19  Januari  1999  Nomor  :  44K/AG/1998  mengabstraksikan  kaidah

hukum :  “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara  suami  istri

telah terbukti  dalam pemeriksaan di  Pengadilan Agama dan di  dukung oleh

fakta  tidak berhasilnya  Majelis  Hakim merukunkan kembali  para pihak yang

bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf

(f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974.

Menimbang,  bahwa fakta  hukum tersebut  telah  juga memenuhi  salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan Penggugat

dan Tergugat yang berujung dengan perpisahan sejak 1,5 tahun, maka majelis

hakim berpendapat jika kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap

dipertahankan, maka akan menambah kemadlaratan bagi keduanya

Menimbang bahwa  relevant dengan perkara ini,  dapat diambil  sebuah

tuntunan dari qaidah fiqhiyah :
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Artinya  :  “Tidak  boleh  memudharatkan  dan  dimudharatkan,  barangsiapa

yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja

yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang  bahwa  bertolak  dari  hadits  tersebut  dan  dihubungkan

dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat

kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  tindakan  Penggugat  dan

Tergugat  seperti  terurai  tersebut  diatas  merupakan bentuk kekerasan dalam

rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5 huruf (d) dan Pasal 9

Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  PKDRT,  karenanya  harus

segera dihentikan;

Menimbang,  bahwa dalam perkara  ini  Majelis  Hakim sependapat  dan

mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu

as Sunnah, Juz II, halaman 249 : 

Artinya :  “Jika  isteri  menggugat  cerai  karena  suaminya  memadlorotkan
terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan
perbuatan  yang  munkar,  seperti  berjudi  dan  lain-lainnya  sehingga
menggoyahkan  keutuhan  rumah  tangga,  maka  dibolehkan  bagi  isterinya
tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah
terbukti,  sedangkan  perdamaianpun  tidak  tercapai,  maka  hakim
menetapkan jatuh talak satu ba’in”. 

Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  pula  mengemukakan

Yurispudensi  Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  1278 K/AG/1999

Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi bahwa rumah tangga yang

cekcok terus  menerus  yang  sulit  untuk  di  damaikan maka pada hakikatnya

perkawinan  tersebut  sudah  pecah  (broken  marriage),  kemudian  juga

percekcokan yang sampai berpisah tempat tinggal dan tak ada harapan untuk

bersatu lagi;
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  maka majelis  hakim berpendapat  dalil-dalil  perceraian Penggugat  telah

terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk

hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam

setiap  pesidangan  tidak  berhasil,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan

hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh

Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang

Nomor  1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai,

bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang  bahwa  menurut  ketentuan  Pasal  119  ayat  (2)  Kompilasi

Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh

Pengadilan Agama; 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

berpendapat gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh  karena  gugatan Penggugat  dikabulkan maka

petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra

Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang  bahwa  talak  satu  ba’in  sughra  merupakan  talak  yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang Hadlonah 

Menimbang,  bahwa  perihal  petitum  tentang  kuasa  asuh/hadlanah,

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,

telah terbukti pula bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang
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anak bernama ANAK P&T, laki-laki lahir di Malang tanggal XXX / umur 1 tahun,

yang  masih  belum  mumayyiz  (umur  12  tahun)  dan  masih  membutuhkan

asuhan, perawatan dan pembinaan dari orang tuanya agar anak tersebut dapat

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta para pihak

mencabut kesepakatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak tersebut;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ketentuan  dalam Pasal  41  huruf  (a)

Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  menyebutkan

bahwa apabila terjadi  perceraian di  antara suami isteri,  baik ibu atau bapak

tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata

berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara

suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara

orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah

pihak  telah  putus  ikatan  sebagai  suami-isteri,  namun  terhadap  anak-anak

mereka  baik  ibu  maupun  bapak  tetap  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang

sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-

anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis

pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,

untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak

ibunya,  atau  diserahkan  kepada  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  apakah

diasuh  secara  bergantian  atau  diasuh  oleh  salah  satu  pihak,  yang  penting

kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada

anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli

oleh salah satu pihak;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  berdasarkan  fakta-fakta

sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat,

yang saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan

baik, maka guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak secara

psikis  jelas  masih  sangat  memerlukan  kedekatan  emosional  dengan  ibu

kandung  guna  identifikasi  diri  mereka,  dimana  hal  itu  merupakan  hak  yang

sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan
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dalam ketentuan Pasal  1  Ayat  (12),  Pasal  4  dan Pasal  14 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan

anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi

“asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, yang esensial dalam menentukan hak

asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang  bahwa  bertolak  dari  alur  pertimbangan  yang  demikian,

aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di  samping

mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan

aspek-aspek  lain  yang  berkaitan  dengan  orang  yang  mengasuh  dan

memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak; 

Menimbang  bahwa  apabila  diteliti  dan  dikaji  secara  mendalam  dan

komprehensif  ukuran  atau  standar  terwujudnya  tujuan  kemaslahatan  anak

dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi

menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat

hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak

dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah

apakah  orang  yang  akan  memelihara  anak  tersebut  berahlak  terpuji  atau

tercela,  karena  kalau  berakhlaq  buruk  maka  akan  membawa dampak  yang

buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk

menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah

orang yang memelihara  anak tersebut  agama baik  atau  rusak atau bahkan

sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah

pindah  agama  maka  akan  merusak  akidah  dan  agama  anak  tersebut

dikemudian hari;

Menimbang  bahwa  aspek  kesehatan  yang  perlu  diperhatikan  adalah

apakah  orang  yang  memelihara  anak  tersebut  sehat  atau  punya  penyakit

menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang  bahwa  ketiga  aspek  orang  yang  akan  mengasuh  anak

tersebut  amat  urgen  untuk  diperhatikan,  karena  jika  akhlaknya  rusak  dan
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tercela,  agamanya  yang  buruk  dan  pelaku  maksiat  apalagi  sudah  pindah

agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat

bagi  kemaslahatan anak,  karena itu  tidak semata-mata berpijak pada aspek

normatif  belaka  karena  dengan  demikian  hakim  menjadi  corong  undang-

undang; 

Menimbang  bahwa  perlindungan  anak  bertujuan  untuk  menjamin

terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,   demi

terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan

anak  sesuai  dengan  tujuan  tersebut  di  atas,  sesuai  dengan  perintah  Allah

dalam Al-Qur’an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

عليهم          خافوا ضعافا ذرية خلفهم من تركوا لو الذين وليخش

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang  yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka) ……”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang

harus  diperhatikan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  anak  yakni  :  non

diskriminasi;  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak;  hak  untuk  hidup,

kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat

anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam

Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menggariskan

setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana

pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan

dari  perlakuan  :  diskriminasi;  eksploitasi,  baik  ekonomi  maupun  seksual;

penelantaran;  kekejaman,  kekerasan,  dan  penganiayaan;  ketidakadilan;  dan

perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah

for the best interest of the child (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini
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apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk

hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara wajar  sesuai  dengan

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan

dan  diskriminasi  dapat  terpenuhi,  sebagaimana  ketentuan  Pasal  4  Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah menampakkan

kesungguhan  dan  kesanggupannya  untuk  memelihara  anak  kandungnya

tersebut,  di  mana  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  dalam  persidangan  telah

nyata  tidak  nampak  adanya  sesuatu  sifat  dan  sikap  Penggugat  yang

menyebabkan terhalangnya untuk  memperoleh  hak memelihara  anak,  maka

sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan

Penggugat tersebut dinilai telah cukup beralasan;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 3 dapat dikabulkan dengan

menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan tersebut;

Menimbang,  bahwa  dengan  mendasarkan  kepada  Surat  Edaran

Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Pemberlakuan

Rumusan Hasil  Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar

Agama angka 4 yang menyatakan,  “Dalam amar penetapan hadhanah atas

anak  harus  mencantumkan  kewajiban  pemegang  hak  hadhanah  memberi

akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu

dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan

bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak

hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak

hadhanah”,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  pemberian  hak  akses  untuk

bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila

tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan

oleh  Tergugat  untuk  mengajukan  gugatan  pencabutan  hak  hadhanah

Penggugat atas anak tersebut;

Biaya Hadhanah Anak  
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Menimbang, bahwa terkait kesepakatan tentang nafkah anak sejumlah

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Jumlah tersebut diluar dari

biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak tersebut diatas:

Menimbang,  bahwa  ada  beberapa  norma  hukum  yang  berkaitan

dengan  kewajiban  ayah  (in  casu  Tergugat)  atas  biaya  pemeliharaan  anak

antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang  Perkawinan  dinyatakan  “Akibat  putusnya  perkawinan  karena

perceraian  ...  b.  Bapak  yang  bertanggung-jawab  atas  semua  biaya

pemeliharaan dan pendidikan  yang  diperlukan anak itu..”.  Kedua,  Kompilasi

Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung

oleh ayahnya”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dianyatakan

”semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan

ayah  menurut  kemampuannya,  sekurang-kurangnya  sampai  anak  tersebut

dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41  huruf (b)  Undang-Undang

Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149

(d), Pasal 156 huruf (d) dan  Pasal  105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta

sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang

berbunyi:  

Artinya: “Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya“. 

Menimbang,  bahwa  hikmah  dari  diwajibkannya  seorang  ayah  untuk

menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin

yang kuat  dengan anaknya,  sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya.

Dengan  memenuhi  nafkah  anaknya,  maka  seorang  ayah  akan  terbiasa

berkomunikasi  dan  memantau  perkembangan  anaknya  serta  mempererat

hubungan  interpersonal  antara  ayah dengan anak.  Dengan  demikian,  maka

akan  sangat  mudah  bagi  seorang  ayah  memantau  perkembangan  anaknya

sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi

anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan

dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari

itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah
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untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-

nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan

terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata

Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil

tersebut  diberlakukan sebagai  pedoman pelaksanaan tugas bagi  pengadilan

dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil  Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai

Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  bagi  Pengadilan,  sekalipun  seandainya

Penggugat  tidak  menuntut  nafkah  anak,  Pengadilan  secara  ex officio  dapat

menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut

berada dalam asuhan ibunya,  sebagaimana hal  tersebut  diatur dalam Pasal

156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa atas nafkah anak tersebut, oleh karena telah ada

kesepakatan di  antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang

harus  ditunaikan  Tergugat  melalui  Penggugat,  dan  didepan  persidangan

Penggugat  dan  Tergugat  juga  tidak  menyatakan  mencabut  kesepakatan

tersebut,  maka   Pengadilan  patut  menetapkan  nafkah  sesuai  kesepakatan

tersebut dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaatinya;

Menimbang,  bahwa  dengan  tuntutan  Penggugat  dengan  tambahan

10% setiap pergantian tahun, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan

pada  fluktuasi  harga  kebutuhan  pokok  dan  fluktuasi  nilai  rupiah  dan  guna

memenuhi kebutuhan minimum anak tersebut maka penambahan 10 persen

(10%)  per  tahun  dari  jumlah  yang  ditetapkan  adalah  tepat,  di  luar  biaya

pendidikan dan kesehatan telah memenuhi kewajaran penambahan prosentase

(vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari

2016), dan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2015  sebagai  Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C

angka 14);

Menimbang,  bahwa oleh  karena  perkara  a  quo masuk  dalam bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
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1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan  telah  terjadi  kesepakatan  antara  Penggugat  dan

Tergugat sebagai berikut:

3.1 Bahwa Para pihak sepakat hak asuh anak yang bernama

ANAK P&T,  umur  1  tahun berada dalam asuhan pihak Penggugat

(Ibunya) dan pihak Tergugat (Ayahnya) di ijinkan untuk berkomunikasi,

bertemu,  mengajak  bepergian  dengan  kesepakatan  kedua  belah

pihak.

3.2 Bahwa Pihak Tergugat sanggup memberikan nafkah anak

sejumlah  Rp.500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah)  per  bulan,  Nafkah

tersebut akan naik sebesar 10% setiap tahunnya mengikuti kebutuhan

anak tersebut diatas meliputi biaya kesehatan, biaya pendidikan dan

lain-lain.

4. Menghukum Penggugat  dan  Tergugat  untuk  menaati  kesepakatan

perdamaian tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara

sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  pada  hari

Selasa  tanggal  19  November  2024  Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  17

Jumadil  Awwal  1446 Hijriah,  oleh  kami  Dr.  Hj.  Nurul  Maulidah,  S.Ag.,  M.H.

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H.,

M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dengan  dibantu  oleh  Happy  Agung
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Setiawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat

dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Panitera Pengganti,

Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP Rp 60.000,00
Proses Rp 100.000,00
Penggandaan Rp 100.000,00
Panggilan Rp 26.000,00
Sumpah Rp 100.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
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